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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

" _NOMOR: 04 TAHUN 2010
. TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN -
(PPWP). DI PROVINST SULAWEST TENGAH TAHUN 2010

- - Menimbang

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ ‘GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ~ = =

a.

bahwa kabupaten dl'Provin'si'Sulawesi'_' Tengah mempunyai.

penduduk miskin yang tersebar di perdesaan membutuhkan -

_Suatu- pendekatan- program . pembangunan perwilayahan

berupa program pengembangan wilayah perdesaan (PPWP). -

- untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan

kesefahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan;

bahwa kabupaten/kota di' Sulawesi ‘Ter'\gah Tahun 2010

- mefalui program pengembangan wilayah perdesaan {PFPWF)

memperoleh sejumlah. dana dart Pemerintah . Provinsi

. Sulawesi Tengah dari- pos belanja Bantuan Keuangan.
_Kabupaten/Kota; . T ' o

bahwa untdk‘tertib ad'mih'isfrasi dan keuangan serta tertib

- sasaran pelaksanaan - program pengembangan wilayah

perdesaan (PPWP) maka diperlukan perangkat peraturan -
perundang-undangan berupa peraturan. gubernur sebagai

p_edoman dalam peial_(sahaa_nnya; '

‘bahwa berdasarkan’ pertimbangan sebagalmana dimaksud

‘pada - huruf a;, huruf b dan “huruf c -perlu menetapkan . -

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program -
Pengembangan Wifayah Perdesaan (PPWP) .di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2010;- ~ _
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Mengingat

:-_1.

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

- peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 -

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesl
Tengah dan Daerah Tipgkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesl Utara — Tengah dan
Daersh Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan. Lembaran Negara Republlk
Indonesla Nomor 2687), .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan = Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan' '

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla: Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor . 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembatan Negara Republik
Indcmesla Nomor 4844),

Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara -~ Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4405);

'Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4587)!

Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran. Negara Republnk Indonesna
Nomor 4588);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tent:ang Perencanaan Pernbangunan Desa; _
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8. Peraturan’'Menteri Dalam Neger Nomor 29 Tahun 2008
_tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di - -
.Dagrah; = - o S -

9. Peraturan. Menteri Dalam Negeri. Nomor 56 Tahun 2009
“tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah Provinsi kepada _Pemerintah Kabupaten/Kota dan.

- dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengzh Nomor 02 Tahun
- 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
. Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
. 2004 Nomor2); . - .- S v R

.11, Peraturan béeréh'}?mvinsi Silawes! Tengah Nomor 05 Tahun'

- 2006 tentang ' Rencana .Pembangunan Jangka Menengah
“Daerah (RPIMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi ‘Tengah Tahun' 2006

~ Nomor 5), -sebagaimana- telah - diubah ‘dengan Peraturan
- . Daerah  Nomor * 07 Tahun 2009 tentang Perubahan - atas
. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun
2006 tentarig Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah - Provins. Sulawes! - Tengah - Tahun 2006 - 2011
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi. Tengah - Tahun 2009

.Nomor?_); 7 7

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun

12008 tentang  Urusan  Pemerintzhan Daerah Provinsi

(Lembaran . Daerah 'Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008

o Nomorzy; - oo e R TR

13, Peraturan Daerah Provinst Sufawesl Tengah Nomor 06 Tahun
" 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

. (RPIP) Provins! Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran -
Daerah Provinst Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6); .

MEMUTUSKAN: -

- Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

- PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN (PPWP) DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010. - . o
o pasaln |

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan ;
L. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawest Tengah.,
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Pemermtah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebaga| unsur o
penyelenggara pemerintahan daerah, -
_Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada!ah BupatlfWaIikota dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ,

- Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. - ' '

Program Pengembangan Wilayah Perdesaan, selanjutnya dislngkat PPWP adalah- -
program pengembangan wllayah perdesaan dl Provinsi Sulawesl Tengah Tahun
2010 R _

wa ey

- ' . Pasal 2 :

" Pedoman Pelaksanaan PPWP adalah dokumen kebljaksanaan program pengembangan -

. “wilayah perdesaan di Provinsi Tahun 2010 untuk menunjang kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang -

‘menjadi pedoman bagl Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah: Kabupaten/i(ota

serta seluruh pemangku kepenbngan (smkeho/dem) dalam pe!aksanaannya '

: ' : Pasal 3 '
. '(1) PPWP dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan - part!sipat!f rnasyarakat
- datam meningkatkan dan mengembangkan pol:ensn yang dlm[ilkmya bank secarg
ekonomi maupun secara fisik. - '
(2) PPWP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dl perdesaan

R . Pasal 4
(1) Materi PPWP dlsusun dengan sistematika sebagal berlkut
'_BAB I : PENDAHULUAN ' .
“'BAB 11 - . : PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENGELOAAN
BAB II1 : PELAKSANAAN DAN PENDANAAN KEGIATAN
- BABIV ©: MONITORING DAN EVALUASI . .
- BABV . .+ PENUTUP

(2) Materi PPWP sebagalmana dlmaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran I
dan merupakan bagtan yang fidak terplsahkan dengan Peraturan Gubernur Ini

' ‘Pasal 5
{1} Kegiatan PPWP yang dllaksanakan pada Kabupaten/l(ota dI Provlnsl dlprlorltaskan
: pada 10 (sepuluh) desa/kelurahan di setiap Kabupaten/Kota. .
- {2) Kegiatan PPWP pada masing-masing Kabupaten/Kota mengacu pada Peta Arah
: PPWP Provinsi = Tahun 2010 dan Peta Usulan Kegiatan PPWP setlap
Kabupaten/Kota. ' -
(3) Peta Arah PPWP dan Peta Usulan Keglatan PPWP sebagalmana d;maksud pada .
‘ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bag:an .yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Gubernur Ini. _ _ ‘

' Pasal 6 :
Peraturan Gubernur inl mulal berlaku pada tanggal d:undangkan
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Agar setisp’ orang ' mengetahuinya; memerintahikan - Pengundangan - Peraty
Gubernur Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengat -

- Ditetapkandi Palu .

‘pada tanggal 25‘J_anuarl 2010 -

GUBERNUR SULAWESE TENGAI

R B.PALIUDIU

' 'Diund'an'gk_ab-ﬂi Palu S T '
. Pada tanggal 25 Januari 2_010_

| KEPALA BIRO HUKUM,

'KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 4
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN
(ppwp) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 -

'BABI .
LATAR BEI.AKANG

B Sebagian b'esarpendt._:dUK Indonesia termasUk penduduk di Provinsl Sulawes]
Tengah tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petanl. Sudah sewajarnya
bila pembangunan perdesaan menjadi pn‘oritas-utamé dalam rencana pemibangunan,
Hal ini akan terlihat nyata pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Jika
pembangunan perdesaan tidak menjadi prioritas, maka kesenjangan antar wilayah
akan makin lebar, dan jurang pemisah antara kota dan desa, akan semak!n lebar juga
terutama dalam hal perekonomlan dan tingkat kese]ahteraan masyarakat:

" Untuk mengurangi kesenjangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan
maka Provinsi Sulawesl ‘Tengah metalﬁl‘Program Pengembangan Wi!ayah Pedesaan '
(PPWP) Tahun Anggaran 2010 melaksanakan pragram yang diarahkan untuk -
pembangunan pedesaan dengan metade pengembangan w:layah yang dltujukan
"~ untuk mengupayakan keserasian. dan keseimbangan pembangunan antar wilayah
sesuai dengan potens alamnya dan memanfaatkan potensi teljsebut secara efisien,
tertb dan aman melalul pemanfaatan peluang-peluang dan bemanfaatan sumberdaya
secara optimal, efisien, sinergi dan sustainable dengan cara menggerakan kegiatan
ekonomi serta menyediakan sarana dan prasarana, pertinduhgan Iingkumgah serta
penciptaan Ikiim kondlusif. Dafam hubungan inl kebljaksanaan pembangunan
perwuayahan di Sulawesi Tengah mengacu pada Dokumen perencanaan yang ada
baik RPIP nasional,. ram:angan RPJMN 2010-2014, RPJPD 2005-2025 dan Revis!
' RPJMD 2006 -2011 serta RTRWP dan berbagal turunannya dalam implementasi pada
c[esaln konsep pendekatan pembangunan wilayah. PPWP inl ada!ah suaty program
pendekatan. pembangunan untuk menunjang  kebijakan pemermt.ah dalam
emngkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan..

Perwilayahan pembangunan sebagal salzh satu pendekatan, merupakan suatu
uéaha-pembangunan dengan memasukan disiplin tata ruang sebagal upaya optimal
dalam pema'nfaatan 'wiléyah. Dasar berpliak dari _kebijaksanaan perwilayahan
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pembangunan tercerrnm dalarn UU Nomor 26 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa
untuk memenuhi keper!uan pembangunan yang beranekaragam perlu dikembangkan' ,

pola tata ruang yang menyeraslkan antara tataguna tanah tal:aguna alr- dan

sumberdaya lamnya da!am suatu kesatuan tata Imgkungan yang dinamls Berdasarkan -
hal tersebut, .maka konsep pembangunan dengan dlSlpIIn tata ruang yaiw
pembangunan dlkelola berdasarkan suatu pola yang terpadu melalut pola pendekatan

. wilayah dengan memperhatlkan sumberdaya alam dan lingkungan sosial, aspek yang

berdimensi manusia, sektoral dan dimensi kewilayahan Dengan demikian PPWP tidak
sebatas sebagai program tetapi sebagal bentuk pendekatan pembangunan yang '

memanfaatkan tata ruang sebagal suatu’ w:layah sebagal satu kesatuan yang " -
menyeluhuh dan struktur ﬁslk sumberdaya dan- sektor pembangunan yang terkait :

satu- dengan yang Iainnya sehingga tercapalnya pemanfaatan fuang:yang berkualltas' :
melaiul upaya penlnglmmn pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan" '
secara berdaya guna, berhas:l guna tepat guna ‘untuk meningkatkan kualims-
-sumberdaya manusia, Dengan perencanaan mengikuti pola ruang dlharapkan tata
ruang dapat dltlngkatkan eﬂsiensn penggunaannya sesuai dengan daya’ dukungnya' - '
(da!am hal ini pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pemngkatan ekonomi
serta menghindari konﬂik kepentlngan antar sektor karena penataan ruang mengatur '1
hubungan harmonis antar sumberdaya alam, buatan dan manusia. ' -

| * Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, o
] Departemen Permuklman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsup-pnnslp dasar daiam o
pengembangan wﬂayah adalah o : - : o
1. Sebagal growth centerPengembangan w:!ayah tidak hanya bers:fat mternal E
wilayah, namun harus dlperhatlkan sebaran atau pengaruh (spread eﬁ"ecﬁ

pertumbuhan yang dapat dltlmbuikan bagf wllayah sekitamya, bahkan _ |

secara nasional. L .
2. Pengernbangan wllayah memeriukan upaya ker]asama pengembangan :
' 'antar daerah " dan rnenjadu persyaratan utama bagi keberhasilan '
“ pengembangan wilayah :
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3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan lntegrasl |
dari daerah daerah yang tercakup dalam wﬂayah melalw pendekatan'
- kesetaraan. * : _

4. Dalam pengembangan w1layah mekanisme pasar barus Juga menjadl "
. prasyarat bagi perencanaan pe_ngembangan kawasan.

‘ Dalam pemetaan strategfc development' regfan, satu wnlayah pengembangan

diharapkan mempunyal unsur-unsur strategls antara lain berupa sumberdaya aiam,
sumberdaya manusia dan Infrastruktur: yang saling - berkaitan dan melengkapi
’ 'sehlngga dapat dikembangkan secara optlmal dengan memperhatlkan sifat slnerglsme'
di antamnya : - - . :

Perekonomtan d| suatu wﬂayah akan mempunyal Iandasan ‘yang kokoh apablla

dtbangun berdasarkan sumher-sumber daya yang dimlllkl oleh wilayah tersebut )
'-_dnserlai dengan iimu pengetahuan (Resaurce and knowledge based - strategy)'
' Ekonomi yang dlbangun berdasarkan strateg] tersebut akan memmki struktur yang '
| kokoh, seh!ngga tldak rnudah dlguncang oleh- perubahan perubahan eksternal yang
'sangat cepat dan ‘cenderung turbubnce Oleh karena - itu, maka kebljakan
pembangunan ekonomt seharusnya diarahikan pada upaya untuk memperkuat struktur
ekonomi, dan meningkatkan kualitas dan kuantlhas dan sumber daya yang dimifiki, '

Keberhasilan suatu wilayah untuk rnembangun struktur ekonomi yang kokoh -

tergantung pada pertams, ‘kemampuan wdayah tersebut dalam mensinergikan segala
sumber daya yang ada di w:layahnya I(edua, kemampuan wilayah tersebut dalam
engembangkan kemitraan Fungsionai antara berbagai komponen siakeholders balk
pemerlntah pelaku usaha, Perguruan Tlnggi LSM dan masyarakat itu sendir. -
Wl!ayah perdesaan di Provinsi Sulawesl Tengah periu dikembangkan dengan-
pola yang Jelas yaitu mengarah pada telwujudnya kehidupan masyarakat perdesaan
| yang dinamls dan terqpbanya kemandlnan usaha masyarakat di perdesaan Pola ini .
_'clapat d:real;sasnkan melalui program pengembangan wilayah perdesaan Program.

B pengembangan wilayah perdesaan harus memperhatikan aspek pertumbuhan,.

pemerataan dan kebertanjuta n, berdimensi keruangan yang herkaitan dengan aspek
sosial  ekonomi masyarakat perdesaan d| masmg-masing wflayah Program
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pengembangan wllayah perdesaan drharapkan dapal: memberikan multiplier efek yang'
. luas, dan keterkaitan yang posltlf dan saIIng menguntungkan antar desa, antara desa
_ dengan kota, baik daiam satu witayah maupun dengan wilayah Iamnya Untuk |tu
_pembangunan perdesaan harus dilakukan dengan mempert:mbangkan kondisi dan
potensi masing- masmg “desa, serta fokus ‘pada pemngkatan produktlv:tas dan
. pengembangan usaha masyarakat desa sesual dengan peruntukkan maslng—masmg'_

wl}ayah masyarakat makin - mandiiri dalam berproduk51 dan menjalankan usahanya o

sehlngga akan memberi dampak yang signiﬂkan pada pEmngkatan perbaikan kualltas '
-"h:dup, dan kesejahteraan masyarakat perdesaaan - ' -

L Maksud . SR 3

' _Program Pengembangan WIlayah Perdesaan (PPWP) dlmaksudkan untuk"
'_menmgkatkan kemampuan partisipatif. masyarakat da!am meningkatkan dan s
mengembangkan potensl yang dlmlllkmya baik secara ekonomn maupun secara _
ﬂsik v '

2. _' TuJuan - _ :

Program Pengembangan W!!ayah Perdesaan bertujuan untuk 4

. Menlngkaﬂcan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, melalun

1) Menlngkatkan daya beli masyarakat melalui penlngkatan nilal tambah dan

. daya saing produk unggulan pedesaan .

2) Meningkatkan kemudahaan usaha produksi :

3) Mengoptlmalkan _pengelolaan potensu sumberdaya spes:ﬁk daerah bagi
penmgkatan perekonomian daerah dan kese;ahteraan masyarakat yang
berwawasan llngkungan ' .

)] Mengembangkan pusat—pusat pertumbuhan penyediaan sarana dan
' prasarana perekonomian dalam mengmtegrasman berbaga: keglatan ) |
dengan pendanaan dalam mendukung pusat perturnbuhan ' '

- B) Meningkatkan kemandirian usaha masyarakat perdesaan
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6) Keterkaltan pengelolaan pembangunan antar pusat pertumbuhan dan '
‘daerah terl:mggal disekltarnya dalam suatu keterpaduan o '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ssstem Perencanaan

'Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntahan Daerah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - - 2025

"'Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
' Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa -
-'Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun. 2007 tentang Pembaglan Urusan

Pemerintahan Antara Pemenntah Pemerintahan Daerah Provinsl dan '
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : S AT
Perattran Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang o
Wilayah Nasional . - : : : ——
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan o
Pembangunan Desa : ‘ : _
Peraturan Menteri Dalam Negen nomor 29 l:ahun 2008 tentang Pengembangan. -
Kawasan Strategls Cepat Tumbuh di Daerah. : -

10. Peraturan Menteri- Dalam Negeri nomor 56 tahun 2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Tugas. Pembantuan darl .Pémerintah _ Provlnsi kepada
Pemermtah Kabupaten]Kota dan Pemerintah Desa dan dan Pemenntah
Kabupaten/Kota kepada Pemermtah Desa. :

11. Peraturan Daerah Provins] Sulawesi Tengah Nomor- 02 Tahun 2004 tenmng_‘ :

Rencana Tata Ruang W!!ayah Provlnsl Sulawesi Tengah

© 12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang s

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah’ Provinsi Sulawesn Tengah ‘

" Tahun zoos 2011
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_ 13. Peraturan Daerah Prov:nsu Su!awes: Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang
- Rencana Pembangunan Jangka PanJang Daerah Provmsn Sulawesi Tengah'
Tahun 2005 ~ 2025 S R '
" 14 Peraturan Daerah Provinsa Sulawe5| Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesu Tengah Nomor 05 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins:_ a
Sulawesl Tengah Tahun 2006 2011 ' ' S
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: _ BAB II y
: PRINSIP PELAKSANMN DAN PENGELOI.AAN

1. Frln"sib Pelaksanaah.

Prlnslp—prlnslp yang harus dipedomani oleh seluruh stakeholder dalam proses
,pelaksanaan program terdlri dar; ,

a m:gnsasugda_maﬂamm artinya masvarakat adaiah sebagal Pelaku

sekaligus penerima manfaat semua program dan kegiatan

' b.Sesuai kebutuhan masyarakat, artinya harus berdasarkan kebutuhan o

daerah dan masyarakat bukan berdasarkan azas pemerataan -

C. I__Qak_lal,sk_gmumﬂf; artinya pelaku dan penerima manfaat program I:idak

- dibedakan balk dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu.
d. MEMEMLQM yang ada sebagai suatu kearlfan'

' _tradisionat yang terdapat didalam masyarakat. -
e. Berwaﬂagg lingkungan, artinya harus - mempertirnbangkan dampak'- -

kegiatan berhadap kondisi Ilngkungan, ekonoml sosral dan budaya ba;k Jangka. S
pendek menengah dan panjang o

2 Prinsip Pengelolaan I_ o
Prinsnp Pengelolaan Keglatan terdiri dan beberapa pnnstp, yaitu

a. _E_ggn____a_l:h_sjngg!_, artlnya ‘bahwa kegiatan yang dilaksanakan sedapat
mungkin rnendorong keterlibatan anggota masyarakat yang opt!rnal dari proses_

. perencanaan, implementast dan pengawasan kegiatan.

b. ELHS_LMH_L_, artinya  bahwa kegiatan yang dllakukan oieh :
‘masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dlpisahkan baik '
ditingkat. desa maupun kecamatan

+Co B_unsm_Eugﬂ_ta;, artinya bahwa keglatan yang dltangani merupakan .

_ kebutuhan utama dan’ mendesak bagi masyarakat _
d. Prinsip Keterbukaan, artmya bahwa pengelolaan keglamn dllakukan secara' :
terbuka dan diketahui olelt semua stakeholder terkait.. _

e. '__[_gip___lgm!g_l;_lg, artinya bahwa pengelolaan keglatan harus dapat
dipertanggungjawabkan ke masyarakat maupun pemerintah. B

f. Pringip Berkelanjutan, artinya bahwa pengelo!aan kegramn harus dapat
memperhatikan’ kesinambungan prcgram baik ‘manfaat maupun hasil hasil

k pembangunan
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- : BAB III
PELAKSANAN DAN PENDANAAN KEGIATAN

1. Llngkup Kegiatan
_ Lingkup PPWP akan dipr!ontaskan pada keglatan untuk tercapainya tujuan dari
PPWP itu sendiri. PPWP berlokasl di 10 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di
Provinsl Sulawesl Tengah dengan alokasi anggaran maksimal 5 milyar per
Kabupaten/Kota yang dlla!okasrkan pada 10 desa di setlap kabupatenjkota

2, Struktur Organlsasi _
© Untuk pelaksanaan keglatan mengikun struktur organisasi pengelolaan Program-
Pengeloiaan Wilavah Perdesaan (PPWP) dilakukan secara beuenjang yang drmulal
darl tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan Provlnsi

Pelaku-pe!aku program pada masmg-masing Jenjang adalah sebagau berrkut

A

Tim Koordinam Program Pengembangan WIlayah Tingkat Provlnsi

Tim Koordinasi Provinsi (TK-P), adalah tim yang melakukan pemblnaan
monitoring, evaluasi dan pengendahan program serta melakukan verifikasi
terhadap pelaksanaan program PWP di tingkat Provinsi, yang ‘terdiri dari

. Gubernur sebagai pembma peiaksanaan Program PWP - di Provinsi Kepala
- Bappeda sebagai Ketua Tim Koordmas: Provinsi dan SKPD terleit Iamnya .

sebagat anggota

Tim Koordiﬁasi ~ Program Pengembangan _\'.'_Vila\'vahu Tiljgkai: -
Kabupaten/Kota ' ' g

Tim Koordinasi Kabupatenll(ota (TK-KabIKota) adalah. tim yang
-melakukan pembinaan monrtonng, evaiuasi dan pengendalian program serta
‘melakukan venﬁkasl terhadap peiaksanaan -program  PWP dl trngkat

Kabupaten/!(ota yang terdlrl darl Bupati/Wallkota sebagal pembtna
pelaksanaan Program PWP di Kabupaten/Kota Kepala Bappeda sebagai Ketua
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 dan salah satu Kepala Bidang yang terkalt selaku Sekretaris Tim Koordinasi

'_: . Kabupaten/Kota SKPD. terkalt Iainnya serta Camat di Iokasi pelaksanaan .
o keglatan sebagal anggota - s ‘ '

Tlm Pelaksana Program Pengembangan W|Iayah ngkat Dasa
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, adalah bertugas untuk menylapkan

. ' 'dokumen admmstrasi ‘mengelola dan melaksanakan kegiatan yang dldanal oleh
" Program PWP sesual kesepakatan Musyawarah Desa serta bertanggung jawab -

R terhadap pelaksanan Program PWP vang ada di tmgkat desa serta menyusun

) Proposal yang dilamplrkan Rencana Anggaran Btaya (RAB) keglatan yang -

dafasﬂﬂ:as; oleh Fasliltator Desa, terdiri dan Kepala Desa sebagai pemblna

:'peiaksanaan program PWP di wilayahnya clan Tim Pelaksana maslng-maslngr : ,
L keglatan yang sekurang-kurangnya terdiri clarl Ketua, Sekretarls Bendahara'._ L

' - dan anggota Untuk kelancaran pelaksanaan Program PWP pemerintah desa'

i tingkat desa dengan memperhattkan kemampuan .dan pengalamannya o
Vmelalw mekanisme musyawarah desa den dltetapkan dalam Keputusan Kepa|a' e

dapat menunjuk anggota masyarakat setempat sebaga Tm Pe!aksana Keglatan o

" Desa. U - -
- Dalam penyusunan RAB, Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan makslmal‘

'3 persen dar: total anggaran untuk digunakan sebagat biaya adminlstmsi

e pengelolaan kegiatan

_Fasllttator Desa
'Tlm Koordinasi Kabupaten merekrut tenaga Fasllltator Desa yang bertugas_

_untuk memberikan bantiian teknis kepada Tim ‘Pelaksana Keglatan dalam_' |

proses perencanaan, implementasi penganggaran dan pencairan. "

Fasliitator Desa (FD) bertugas untuk mendamplngl masyarakat menyusun-_

proposal beserta RAB, melakukan anallsns teknis terhadap usulan keglatan yang'
d:butuhkan oleh masyarakat sekallgus me!akukan validasi usu}an keglatan yang '

_ telah memenuhi’ persyaratan secara teknis maupun ﬁnanslal Tenaga FD inl'_

__direkrut oleh Tim Koordinasl Kabupaten :
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Mas:ng-masing kabupaten/kota berkewajuban menylapkan anggaran melalul-‘ ‘
‘APBD Kabupaten/Kota untuk memb:ayal Tim Koordinasi Kabupateanota dan-'"
' Fasllltator Desa S

 Untuk lebih lengkapnya struktur organlsasi Program Pengembangan Wnayah o |
Perdesaan (PPWP) dapat dllihat dlagram berikut ini ; L
Sh'uktur Orgamsam Pelaksana Program Pengembangan wllayah' RN
Perdesaan SR '

 GUBERNUR L | Tim Kaordinasl Program PWP Tingket Propinsl

C 7 Masyarakat

. Kelerangan :
——-——-——-y- Pembioaan
. v, Bentun Tekmis -
Pendempingan
‘d= = Koordinasi |

- 3 Perencanaan Kegiat-an _

- Usulan keglatan vang akan dlbiayai melalul Program PWP merupakan hasll dan.
Musyawargah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahian yang akan dlusulkan ke
tfngkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan vamsr
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a) Musyawarah Perencanaan o 'I?ambanguﬁan "(Muar"erlli'ahg)
DesalKelurahan SRR S e
Usulan kegtatan disampaikan pada Musrenbang Desa/Kelurahan yang .
kemud!an dilanjutkan ke tmgkat Kecamatan _ ‘ '

- b) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan _
Usulan keglatan yang telah disampatkan oleh desa sebagai pihak pelaksana_ :
keglatan, dtusulkan ke tlngkat kecarnatan untuk untuk selan]umya dlsampalkani‘ .
pada Musrenbang Kabupaten/!(ota S S

~ ©) Musyawarah Perencanaan y ’.Pembangunarr . '(uumnmg)_
Kabupatenfl(ota o e ~

. _Usulan kegiatan yang diusuikan oleh plhak kecamatan akan dslakukan venﬁkasi' : _'

B untuk mendapatkan arahan secara teknis maupun aspek Iainnya dan satuan"; -
kerja yang membldangl usulan yang telah d!sampalkan Hasnlnya merupakan' -

daﬂ:ar kegiamn yang menjadl rencana defenitif dari maslng~masmg’

desa/kelurahan untuk dIIaksanakan Usulan keg!atan Program PWP yang
dlsampa!kan mela!ul Musrenbang Kecamatan d[sampaikan ke Tlm Koordmasi -
Kabupatenﬂ(ota untuk d:veriﬂkasl dan hasllnya dlusuikan pada Musrenbang _
Kabupaten/Kota. R , o A '
d) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsl

~ Usuian keglatan yang diusulkan melalul Musrenbang Kabupaten/l(ota
* disampaikan ke Tim Koordinas: Provinsi ‘untuk  diverifikasi dan hasl]nya-
diusulkan pada Musrenbang Provlnsl untuk mendapatkan persetujuan

3, Pendanaan - . S _
.+ - Sumber pendanaan Program PWP herasal dari bantuan Pemerlntah Provinsll" '
Sulawesr - Tengah Kepac!a Kabupaten/Kota melalui ‘pos’ beianja Bantuan :
Keuangan Kabupaten/l(ota yang dialokaslkan pada 10 kabupanen dan 1 kota dI _

- Sulawesi Tengah. _ c : L
- Alur Penyaluran Dana- bantuan Program PWP dilakukan oleh Badan Pengelola :
| Keuangan Daerah atau Biro Keuangan di tingkat Provmsi Sulawesi Tengah yang
akan mentransfer dana Program PWP. ke masmg—masing Kabupahen/i(ota
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setelah proses verlﬁkasi program/keg:atan oleh Tm Koordmas} Kabupaten/Kota.
dan Tim Koordlnasi Prownsr ' : e ‘
Setelah ditransfer ofeh - Biro Keuangan Sekdaprov Sulawesn Tengah maka
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyalurkan ‘dana Program PWP sesua;
permohonan penca!mn dana Program PWP yang dilengkapi persyaratan yang -
telah dltentukan ke maslng-masing Tim Pelaksana Kegiatan yang ada di tlngkat
desa melalui rekening Tim Peiaksana Kegiatan pada bank cabang berdekat .
"sesual dengan wilayah kerjanya AT : ‘ R _
. - Tahap pencalran terdtri dari Tahap 1 sebesar 50 % dan Tahap II sebesar 50 % .
- seperti yang tergambar pada dlagram berikut b

A "?"Vé.‘““.'_'.' ~pana ---Prosra_m - :Pengémb':a_gan ‘Wilayah
- Perdesaan. G o S ' L

Badan Pengelula Keuangan Daerah (Biro Keuangan) Propmsi

* Transter melalm pos Banwan Kc_unngan Kabupatenll(nia ' e

" Badan Pengelola /Bag. Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

s l = kT
" Tim Pelzksnna Kegintan di Tingkat = = RIS
L T T L—l Tahapl: |

a. Tahap I : : -
~ Pencairan tahap I sebesar 50 persen dan plafon dana yang dlsediakan

' dlsalurkan ke rekkening TPK Desa Penga;uan permohonan pencanran dana -

clliakukan oleh Kepala TPK Desa dengan diketahui Fasflltator Desa dan_ o
© dengan persetujuan Kepala Desa. : ' : C -
Persyaratan yang harus dllamp:rkan adalah sebagai berlkut _
1. Permintaan pembayaran darl Ketua: 'l'm Pelaksana Keglatan kepada

' Kepala Badan Pengeiola/Baglan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota



o _yang' ‘dila‘rﬁ;jlr‘kan dengan fékorﬁendasi darl Tm Koordmasi : B
" Kabupaten/Kota dan Tim Koordlnasi Provlnsl S
:;’2.7 Kuutansl bermaterat Rp. 6000, (enam rlbu ruplah) yang teiah' "
B dttandatanganl oleh Ketua TPK Desa S S
3. Foto copy rekening TPK. Desa: pada Bank, cabang terdekat sesuall B
' dengan wllayah kerjanya - Sl A e
4 Proposal yang diiengkapl dengan Daﬂ:ar rem:ana anggaran btaya ‘
"".V(RAB) R I
5. Copy SK pembentukan 'IFK yang dttandatanganl oleh Kepala Desa dan o
, wmaamnomhcamat - = '

b 1ahapII _;ffﬁ-f . S ) o B
Pencatran tahap b3 seb&sar 50 persen dari p[afon dana yang dlsedlakan_ o

,'setelah penggunaan “dana’ tahap 1 tefah mencapal 90%. Pengajuan -

‘ permohonan pencairan dana dllakukan oleh Kepala TPK - Desa dengan
dlketahm Fas:lutator ‘Desa dan dengan persetu]uan Kepala Desa :
Persyaratan yang harus dilampirkan adalah sebagai benkut A

1 Perrnmtaan pembayaran dari Ketua TPK Desa kepada Kepala Badan

PengelolalBaglan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilampirkan - .

dengan rekomendasi darl Tlm Koordlnasi Kabupaten/Kota dan TIm
'Koordinasi Provins! _ e : o
2. Kuutansi bermaterai Rp 6000 (enam nbu I‘Uplah) yang te[ah:'
| dltandatanganl oleh Ketua TPK Desa SR _
3 Foto copy rekening TPK Desa pada Bank cabang terdekat sesual '
o dengan wllayah kerjanya. . s
. 4_.' Berita: acara kemajuan ﬁsnk rnmlmal 40 persen yang dnlanda tangam o
_loleh Ketua TPK Desa . : I SR
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| Alur Pencairan paﬁé_l’rograip éengembagan Wilayah,Perdésaah _:' '

g — — . — - Biro Keuasngan -
1. Permintaan : l S 1 - Setdaptov. -

2. zjgaal;as\:aran Rckomendasi, T i
3. Propasal yang S TK-Prov. CTe o] transfer -
" dHengkapi RAB ) ‘A : S
- 4. Foto copy rekening o T i —
TPK | » 5. Beritaacara . o R Badan Pengelola’
R T . ) kemajuan Fisfk I _Rakomengasl R . . Bag,. Kcufngan
 (vahap 1) ' TKKab ©Kab/Kota
6. Copy SK . - -
pembentukan TPK

- " “Transfer Takap I dan 1
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| BABIV L
Monn'o:une DAN EVALUASI

Untuk menmgkatkan klﬂEl]a program dan keglatan dana bantuan Program
' Pengembangan Wilayah Perdesaan maka tujuan Monltorlng dan Evaluast (MONEV)
. adalah sebagal berikut : LT B 7
RS Monitoring bertujuan unbuk menunjang berbagai plhak agar selalu dapat
meng!kutl kemajuan perkembangan keglatan yang di!aksanakan apakah sesuai'
rencana - atau dlperiukan tlndakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak
o merubah kegiatan secara keseluruhan : .
) 2. Evaluasi dilakukan untuk menilal manfaat dan dampak dari setlap keglatan yang
. telah selesai dllaksanakan mencapai sasaran yang dltetapkan

3, '_Mengumpulkan mformas: sebanyak mungkm yang tarkalt dengan program dan )

‘ 'keglatan untuk dapat menI}at prestasl kerja pengelola dan kinerja dari program .
. dan kegiatan yang te!ah dltetapkan B ' :

A KERANGKA KERJA MONEV ' ,
Kerangka kerja Monitoring meilputi kunJungan Iapangan untuk mendapatkan:
* data, informasi yang dikumpulkan dalam rangka pengambilan keputusan, dan
sistim lnformasl yang dibuatkan dalam bentuk format laporan yang sederhana‘
tetap: mernuat |nfonnasi yang d!perlukan B '

‘B. PEI.AKU MONEV o .
Pelaku Monitoring adalah Tm KoordInas: Keglatan yang terdin darl Tlm_ .
I(oordmasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang telah - ditunjuk
melalui - Surat Keputusan Gubernur Sulawesr Tengah dan Surat I(eputusan_' :
BupatI/Wallkota masing-masing w1|ayah ' '

-G PELAPORAN MONEV _ : O
Pelaporan yang difakukan plhak-puhak yang terkait pelaksanaan Momhormg dan
" Evaluast diharapkan dapat memberlkan Informasi berbagai hal penting berlkut
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. Laporan Reahsasr Anggaran

Laporan Tngkat Kemajuan Pelaksanaan Keglatan

'Informas: tentang Penenma Manfaat dan Tenaga Ker_ia yang digunakan L
datam keglatan S : :
7Tata Cara Penanganan Pengaduan (blla ada)

,Permasalahan dan solusl yang dltawarkan _
" Hal- hal lam yang menJadI pendukung iaporan yang dapat mendukung

keberadaan Iaporan (sepertl foto pengaduan yang diterima dan .

: sebagamya)
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PENUTUP

. . Berkaltan dengan upaya pemngkatan kapasltas dan partislpasi masyarakat perdesaan ,
- dalam proses pembangunan yang Iebih herarah dan berkeslnambungan, dlperlukan

perhatian terhadap hal- hal sebagai ber:kut

1.
Perdesaan {PPWP) dlharapkan dapat menumbuhkan kemandman dan.
: ‘menlngkatnya kapas:tas masyarakat perdesaan dalam mengatasl persoalan-_

Pola bantuan pembtayaan dan blmblngan teknis Program Pengembangan erayah

persoalannya

‘Pembangunan’ wlfayah ada!ah sebuah proses yang terencana dan terarah serta' _
",menyediakan alternatif—alternatif bagl masyalakat untuk memenuhi kebutuhannya

L 'sesua: dengan tatanan nital dan’ norma yang beriaku ‘Oleh karena ftu dalam proses -

: pelaksanaan keglatan ini dlpeﬁukan adanya tindakan - efektif eﬁs:en dan

transparan bagi seiuruh komponen pengelo!ah dan pelaksana kegiatan

. Penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan diharapkan tidak hanya secara

kuantltatlf tetapl yang lebih pentlng adaiah berfungsinya mekanisme kelembagaan‘

‘ ltU sendm

Meialun program ln! diharapkan semakln Iuas dan kuatnya bentuk—bentuk'
keterkaltan hubungan kolaborasi’  baik antar lokasl, antar sektar, dan antra
stakeho!der didalam. prose.s pembangunan di Provlnsi SufaweSI Tengah '

S A



